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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014
Nornor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 ten tang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pernbentukan dan Susunan Perangkat Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Kutai Timur Nomor 5 Tahun 2022 tentang
Perubahan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2022
Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai
Timur Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI,TUGAS DANFUNGSI SERTATATAKERJA DINAS
PERINDUSTRIANDAN PERDAGANGAN.

BAB I
KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksana unsur Pemerintah yang
menjadi kewenangan Daerah otonom.
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4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu
Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam
menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
Kabupaten.

5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Disperindag
adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur.

6. Uraian Tugas dan Fungsi adalah tugas dari setiap unsur atau unit kerja yang
berada dalam satuan organisasi yang merupakan penjabaran dari tugas
pokok dan fungsi.

7. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang secara tegas tercantum dalam
susunan organisasi, melaksanakan sebagian tugas dan fungsi kedinasan
sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Aparatur Sipil Negara
adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan
perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah Daerah.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

(1) Disperindag merupakan unsur Pelaksana urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah.

(2) Disperindag sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala
Dinas Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III
Susunan Organisasi

Pasal3

(1) Susunan Organisasi Disperindag, terdiri atas:
a. Kepala Dinas;
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b. Sekretariat, membawahi:
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. Sub Bagian Program dan Keuangan;

c. Bidang Industri;
d. Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri;
e. Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri;
f. Bidang Kemetrologian;
g. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Disperindag sebagaimana tercantum dalam
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kesatu
Kepala Dinas

Pasal4

(1) Disperindag dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan
dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Perindustrian
dan Perdagangan.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Kepala
Dinas menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengawasan,

promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, sarana
dan prasarana industri, dan pemberdayaan industri;

b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengembangan
perdagangan dalam negeri, kemetrologian dan pengembangan
perdagangan Luar Negeri;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah dibidang
pengawasan, promosi investasi industri, pembangunan sumber daya
industri, sarana dan prasarana industri, dan pemberdayaan industri;
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d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervise atas pelaksanaan
kebijakan di bidang pengembangan perdagangan Dalam Negeri,
kemetroJogian dan pengembangan perdagangan Luar Negeri;

e. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan
di bidang pengembangan perdagangan Dalam Negeri, kemetrologian dan
pengembangan perdagangan Luar Negeri; dan

f. pelaksanaan administrasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Kutai Timur.

Bagian Kedua
Sekretaris

Pasal 5

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal3 (1) hurufb dipimpin oleh
seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan,
keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN
kepada semua unsur dilingkungan Dinas.

(3) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
pada ayat (2), Sekretariat menyelenggarakan tugas:
a. koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
b. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
c. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan Barang

Milik Daerah; dan
d. pengeJolaan urusan ASN.

(4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3),
Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja;
b. penyusunan Rencana Kerja Anggaran;
c. penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan

Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran;
d. penyusunan Penetapan Kinerja;



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

-6 -

e. pelaksanaan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan
Pengusulan program Perkebunan dan pelatihan aparatur jkepegawaian;

f. pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan kepustakaan;
g. pelaksanaan urusan rumah tangga;
h. pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
1. pelaksanaan pembelianJ pengadaan atau pembangunan asset tetap

berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas
pokok dan fungsi;

J. pelaksanaan pemeliharaan barang milik Daerah yang digunakan dalam
rangka penyelanggaraan tugas pokok dan fungsi;

k. pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik Daerah;
1. pengelolaan anggaran;
m. pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
n. pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban keuangan;
o. pengkoordinasian pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal;
p. pengkoordinasian penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
q. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik dan Standar

Operasional dan Prosedur;
r. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern;
s. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat danjatau

pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang
bertujuan untuk memperbaiki kualitas Iayanan;

t. penyusunan laporan akuntabilitas kinerja PD;
u. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait

layanan publik secara berkala memalui website Pemerintah Daerah;
v. pengevaluasian dan pelaporan npelaksanaan tugas pokok dan fungsi;

dan
w. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan

tugas pokoknya.

Paragraf 1
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal6

(1) Sub Bagian Umurn dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal3
ayat (1) huruf b angka 1 dipimpin oleh seorang Kepaia Sub Bagian yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
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(2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
mempunyai tugas melakukan urusan yang meliputi:
a. persuratan;
b. tata usaha;
c. kearsipan;
d. administrasi ASN;
e. perlengkapan;
f. rumah tangga; dan
g. penataan barang milik Daerah.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2L Sub
Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
a. penyelenggaraan kegiatan surat menyurat dan tata kearsipan, urusan

rumah tangga, dan administrasi perjalanan Dinas;
b. pengadaan perlengkapan, penatausahaan, pemeliharaan dan

inventarisasi aset;
c. penyusunan kebutuhan perlengkapan kerja sesuai dengan standarisasi

yang berlaku;
d. pengajuan usulan untuk pengbapusan barang-barang milik Daerah

berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
e. pengkoordinasian urusan keprotokolan; dan
f. penatausahaan Kepegawaian.

Paragraf 2
Sub Bagian Program dan Keuangan

Pasal 7

(1) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) buruf
b angka 2 dipimpin oleb seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan
di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(2) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ,
menyelengarakan fungsi:
a. penyiapan koordinasi pengelola keuangan
b. penatausahaan, verifikasi anggaran, akuntasi dan pembukuan

keuangan;
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c. pelaksanaan pengendalian kegiatan dan anggaran;
d. penyiapan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji

serta tambahan penghasilan bagi pegawai;
e. penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan; dan
f. penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.

Bagian Ketiga
Bidang Industri

Pasa18

(1) Bidang Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c
dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan
kebijakan daerah di Bidang Industri.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang
Industri menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan perumu san, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan

daerah di bidang pembangunan tenaga kerja industri dan penggunaan
konsultan industri untuk industri unggulan kabupaten;

b. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan
daerah di bidang pemanfaatan, jaminan ketersediaan dan penyaluran,
serta pelarangan dan pembatasan ekspor sumber daya alam kabupaten;

c. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan
daerah dibidang pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri
untuk industri unggulan kabupaten;

d. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan
daerah dibidang pengembangan dan pemanfaatan kreatifitas dan inovasi,

e. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan
daerah di bidang fasilitasi pemberian perizinan di bidang industri,
pemantauan dan pengawasan kepatuhan usaha, dan pemberian sanksi
administrasi untuk pelanggaran izin usaha industri kecil, izin usaha
industri menengah dan izin usaha kawasan industri yang izmnya
dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten;
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f. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan
daerah di bidang pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan
industri menengah unggulan Kabupaten;

g. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan
daerah di bidang fasilitasi pengembangan wilayah pusat pertumbuhan
industri, kawasan industri, dan infrastruktur penunjang industri yang
izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten;

h. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan
daerah di bidang standarisasi industri yang izinnya dikeluarkan oleh
Pemerintah Kabupaten;

1. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan
daerah di bidang pengelolaan. sistem informasi industri di Kabupaten;
dan

J. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan
tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri

Pasa19

(1) Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordiriasi,
fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi
serta pelaporan pelaksanaan di bidang sarana dan pelaku distribusi,
pengendalian barang pokok dan penting, penggunaan dan pemasaran
produk Dalam Negeri.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang
Industri menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi

perdagangan;
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b. pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan
di wilayah kerjanya;

c. pelayanan penerbitan izin dan non perizinan usaha perdagangan;
d. pemberian rekomendasi penerbitan izin dan non perizinan usaha

perdagangan;
e. pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya, pengawasan

distribusi, dan antar pulau, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya
di Tingkat Daerah Kabupaten;

f. pelaksanaan pengembangan produk lokal, sarana dan iklim usaha,
peningkatan penggunaan produk Dalam Negeri, promosi dan
peningkatan akses pasar serta koordinasi penyediaan data dan informasi
pelaku usaha sektor perdagangan (pelaku usaha mikro kecil menengah
sektor perdagangan);

g. menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting
di Tingkat Daerah Kabupaten;

h. pemantauan distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan
barang penting di Tingkat Daerah Kabupaten;

1. koordinasi lintas sektoral untuk ketersediaan barang kebutuhan pokok
dan barang penting di Tingkat Daerah Kabupaten;

J. pemantauan harga dan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan
barang penting di Tingkat Daerah Kabupaten;

k. penyediaan data dan informasi harga serta ketersediaan stok dan
pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting di Tingkat Daerah
Kabupaten;

1. penyelenggaraan operasi pasar dan.' atau pasar murah dalam rangka
stabilisasi harga pangan pokok di wilayah kerjanya;

m. koordinasi dengan stakeholders untuk penyelenggaraan operasi pasar
danj' atau pasar murah di wilayah kerjanya;

n. pengawasan pengadaan dan penyaluran barang kebutuhan pokok dan
barang penting di wilayah kerjanya;

o. pengawasan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersu bsidi
di wilayah kerjanya; dan

p. koordinasi dengan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten
(KP3Kabupaten), produsen, distributor, dan pengecer di tingkat Daerah
Kabupaten.
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Bagian Kelima
Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri

Pasal 10

(1) Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat {I) huruf f dipimpin oleh kepala bidang yang berada
di bawah dan bertanggung jawab langsung pada Kepala Dinas.

(2) Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri, sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi,
fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi
serta pelaporan pelaksanaan di bidang pengembangan ekspor, fasilitasi
ekspor impor dan bina pelaku ekspor impor.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang
Perdagangan menyelenggarakan fungsi;
a. penyelenggaraan pameran dagang nasional, pameran dagang lokal, dan

misi dagang bagi produk ekspor asal 1 (satu) Daerah Kabupaten;
b. partisipasi dalam pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan

misi dagang bagi produk ekspor asal 1 (satu) Daerah Kabupaten;
c. penyediaan layanan informasi mengenai penyelenggaraan dan partisipasi

pada pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang
dan produk ekspor unggulan daerah;

d. penyelenggaraan dan partisipasi dalam kampanye pencitraan produk
ekspor skala provinsi (Lintas Daerah Kabupaten);

e. penerbitan Surat Keterangan Asal; dan
f. pembinaan terhadap pelaku usaha dalam rangka pengembangan ekspor

untuk perluasan akses pasar produk ekspor.

Bagian Kelima
Bidang Kemetrologian

Pasal 11

(1) Bidang Kemetrologian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf
g dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab
langsung pacta Kepala Dinas.
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(2) Bidang Kemetrologian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai
tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan
pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi serta pelaporan
pelaksanaan di bidang pelayanan tera dan tera ulang, bina sumber daya
manusia, dan pengawasan.

(3) Daiam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang
Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan layanan tera dan tera ulang alat Ukur, Takar, Timbang, dan

Perlengkapannya;
b. pemetaanjumlah potensi Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya
c. pengelolaan cap tanda tera;
d. penyediaan dan menjamin ketertelusuran standar kerja dan peralatan

kemetrologian;
e. penyediaan dan pelaksanaan pembinaan terhadap jabatan fungsional

penera, pengamat tera, pengawas kemetrologian di seluruh daerah
kabupaten sesuai wilayah kerjanya;

f. penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan sistem informasi sumber
daya manusia jabatan fungsional penera, pengamat tera, dan pengawas
kemetrologian;

g. pelaksanaan penilaian angka kreditjabatan fungsional penera, pengamat
tera, dan pengawas kemetrologian;

h. pelaksanaan pengawasan Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya,
BDKT,dan satuan ukuran;

1. pelaksanaan penyuluhan kemetrologian;
J. pelaksanaan penyidikan tindak pidana bidang metrologi legal;
k. fasilitasi pembentukan Pasar Tertib Ukur dan zatau Daerah Tertib Ukur;
1. penyusunan dan pemeliharaan sistem mu tu metrologi legal; dan
m. penyusunan pelaporan pelayanan tera dan tera ulang serta pengawasan

kemetrologian.

Bagian Keenam
Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 12

(1) Unit Pelaksana Terknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1) huruf h adalah merupakan unsur pelaksana teknis Operasional bidang
perindustrian dan perdagangan yang mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Disperindag.
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(2) Ketentuan mengenai pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas
dan fungsi serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah dengan Peraturan
Bupati.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 13

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang
ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
ditetapkan Ketua Tim Kerja Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai
dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi J abatan Pimpinan Tinggi
Pratama.

(4) Ketua Tim Kerja Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (3)mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola
kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

(5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

{6) Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan beban kerja.

(7) Rincian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BABIV
TATA KERJA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal14

(1) Hal-hal yang menjadi tugas masing-masing unsur oganisasi di lingkungan
Disperindag merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
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(2) Pelaksanaan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, diselenggarakan
oleh Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional
sesuai bidang tugas masing-masing.

(3) Setiap pimpinan unsur organisasi di lingkungan Disperindag wajib
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi.

(4) Setiap pimpinan dalam unsur organisasi wajib memberikan bimbingan,
pengawasan dan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Pasal 15

Kepala Perangkat Daerah, wajib bertanggung jawab untuk:
a. melaksanakan peta proses bisnis;
b. meningkatkan pelayanan publik melalui survei kepuasan masyarakat dan

inovasi pelayanan publik;
c. menyusun dan menetapkan standar pelayanan; dan
d. meningkatkan reformasi birokrasi.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 16

(1) Setiap pimpinan unsur organisasi pada
Perdagangan wajib mernatuhi ketentuan dan
atasan langsung serta menyampaikan laporan.

(2) Kepala Sub Bagian menyampaikan laporan kepada Sekretaris, Sekretaris
dan Kepala Bidang menyusun dan menyampaikan laporan sesuai bidang
tugasnya kepada Kepala Dinas.

Dinas Perindustrian dan
bertanggung jawab kepada

(3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unsur organisasi, diolah dan
dipergunakan sebagi bahan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada
bawahan.

(4) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan
disampaikan kepada unsur organisasi lain yang secara fungsional
mempunyai hubungan kerja.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSIKALIMANTANTIMUR

- 15 -

Bagian Ketiga
Hal Mewakili

Pasal 17

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk
Kepada Sekretaris dan Kepala Bidang untuk rnewakilinya, dengan
memperhatikan kesesuaian bidang tugasnya.

BABV
KEPEGAWAlAN

Pasal18

(1) Kepala Dinas adalah Pejabat Eselon lI/b atau Jabatan Pimpinan Tinggi
Pratama, Sekretaris adalah Pejabat Eselon IIII a dan Kepala Bidang Eselon
III/b atau Jabatan Administrator, Kepala Sub Bagian adalah Pejabat Eselon
IVfa atau Jabatan Pengawas.

(2) Pejabat Eselon II atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Eselon III
atau Jabatan Administrator dan Pejabat Eselon IV atau Jabatan Pengawas
diangkat diberhentikan oleh Bupati.

(3) Pejabat lainnya di Lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

(4) Setiap pimpinan unsur organisasi di lingkungan Dinas Perindustrian dan
Perdagangan wajib memberikan pembinaan kepegawaian sesuai ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pembiayaan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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